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5.1  Kesimpulan 
  Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal di 
Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data Realisasi 
APBD yang terdapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan 
Jawa Timur dan website DJPK. Total sampel yang digunakan peneliti adalah 
190 selama tahun 2010-2014. Teknik pengujian hipotesis yang digunakan 
peneliti adalah uji regresi linier berganda yang terdiri dari uji model F, koefisien 
determinasi (R
2
), dan uji t. Ketiga uji tersebut memeberikan hasil yang dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Temuan angka signifikan dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh 
signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah positif yang 
artinya bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula Alokasi 
belanja modalnya. Hal tersebut dikarenakan apabila suatu pendapatan 
daerah meningkat maka alokasi belanja modal daerah tersebut meningkat 
karena dana yang dimiliki untuk belanja modal cukup besar.  
2. DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah 




besar pula alokasi belanja modalnya. Karena DAU akan mendorong 
pengeluaran daerah yang besar juga dalam membiayai kegiatan 
pemerintah daerah. Semakin besar DAU pada daerahnya maka akan 
besar pula alokasi belanja modalnya.  
3. DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal artinya besar 
atau kecilnya DAK tidak dapat mempengaruhi alokasi belanja modal 
karena  daerah mengalokasikan DAK bukan untuk membiayai belanja 
modal hal ini sesuai dengan peruntukan DAK karena ini merupakan dana 
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 
membiayai atau pembiayaan dari pengeluaran daerah yang bersifat 
khusus. DAK hanya untuk membiayai pada bidang kesehatan, 
infrastruktur jalan, irigasi dan lainnya yang tidak memerlukan dana yang 
cukup besar, sedangkan berbeda halnya dengan belanja modal yang 
memerlukan dana yang cukup besar.  
4. SiLPA tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal artinya besar atau 
kecilnya SiLPA tidak mempengaruhi alokasi belanja modal karena 
SiLPA tidak selalu ada pada laporan APBD dan SiLPA terjadi jika hanya 
terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang 
di tahun sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tidak digunakan untuk 
membiayai alokasi belanja modal di tahun berikutnya, karena SiLPA 
digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 
di daerah tersebut lebih kecil daripada realisasinya.  
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5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memiliki 
keterbatasan yang dapat menjadi bahan pembelajatan untuk peneliti yang akan 
datang, yaitu :  
1. peneliti saat ini hanya menggunakan populasi data di Kabupaten/ Kota Jawa 
Timur, tidak mencakup Kabupaten/ Kota di luar Jawa Timur. 
2. Pada Penelitian ini peneliti kesulitan dalam merumuskan komponen-
komponen dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK). 
5.3  Saran 
Dari keterbatasan serta kekurangan yang ada pada penelitian saat ini, maka 
peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi, 
yaitu : 
1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan peneliti 
menggunakan populasi yang lebih luas yaitu diluar Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur.  
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mencari rumus dalam komponen 
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